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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. 2687-Disdil/2019
Tentang :

Pemberian 1jin Operasional Kepada TK ISLAM AL INAYAI
Dibawal Naungan Yayasan YASALIR

a  bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab  kelvarga, masyarakat dan

Menimbang :
pemerintah;
b. buhwa untuk membantu  meningkathan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan YASALIR yang beralamat

di Bandung telah mendirikan TK ISLAM AL INAYAH  dengan semua
persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
¢. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b , dipandang perlu ditetaphan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang
pemberian ljin Operasional kepada TK ISLAM AL INAYAH.

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah l
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 !
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat

o

Nomor 5589),
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan i

7. Peraturan Pemerintah Nomor
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4496)

Tambahan Lemnbaran
sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republih indonesia Nomor 5670y,
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Feraturan Pemerintah Nomar 19 tahon 2007 tentmi Stanear Pengelolann
Pendidihan olel Satunn Pendidiban Dasm din Menergnh, )

10 Peraturon Pemerfotah Nomor 17 Tahun SO0 tentige Penpelulann nl'nn

Penyelengparnan Pendidikan (Lembaran Naopnin Folin 2O Homoe 2L,

Fambahan Lembaran NegaraNomor 510%) S I h"ll{l divbinh
dengan Perntoran Pemerintaly, Nomor 60 Yahun SO0 tentang Perubalin

atas Pecaturan Pemerintals Nomoy 17 Tahun 2010 tenthng Pengelolann dan
Penyelenpgaraan Pendidikon (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negatn Nomaor 5157),
L Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar,

12, Peraturan  Pemerintah - Nomor A8 tahun 2008 tontang  Pendannan
Pendidikan;

13, Keputusan - Presiden
Pemerintah dan Kewenangan Dactaly sebagai Dacrali Otonom,

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjul.
Teknis Penataan Organisasi Peranpkat Dacrah;

15, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014
tentang Pendirian Satwan Pendidikan Anak Usia Dind;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ¢ 060/U1/2002 entang
Pedoman Pendirian Sekolah,

17, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pembentukan — Organisasi - Perangkat - Dacrah Kabupaten  Sumedang
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 9),

I8, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penpelolaan Pendidikan
Dacrah Kabupaten Sumedang;

19, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang,;

21, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat

()

Nomor 25 tahon 20000 tentang  Kewennnpein

Daerah,

Akta Notaris PIPI TAPIPAH SURTINI, S.H. Nomor : 53 C-511.HT.03.01
Th.2004  tanggal 27 Maret 2016 tentang Akta Pendirian  Yayasan
YASALIR . S.K. Menteri Huhum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU-0025990.AH.0104. Tahun 2016.

b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan  Kebudayaan  Kabupaten
Sumedang Nomor : 421.10/Kep.801/Dikbud/2015 Tanggal 07 April 2015
tentang ljin- Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
ISLAM AL INAYAH.

Surat Permohonan dari UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Cisitu
Nomor : 800/063/UPT/2019, tanggal, 27 Maret 2019
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